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Kata Pengantar

Ini adalah modul praktikum untuk Mata Kuliah Tata
Kelola Pemilu yang digunakan oleh Program Studi IImu
Pemerintahan,  FISIPOL,  Universitas = Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY). Bobot praktikum ini adalah 2 SKS. Dalam
praktikum ini, para mahasiswa diminta untuk melakukan
praktik berupa menghitung perolehan suara pemilu menjadi
kursi di parlemen atau DPR/DPRD dengan menggunakan tiga
metode yang berbeda.

Karenaitulah, pada setiap pertemuannya, setiap mahasiswa
diminta untuk membawa beberapa peralatan guna mendukung
proses kelancaran praktikum seperti laptop, kalkulator/
HP, kertas kosong, pensil dan penghapus. Kemampuan
dalam mengoperasikan program excel juga dibutuhkan
agar mempercepat proses penghitungan yang terkadang
membutuhkan waktu lama jika dilakukan secara manual.
Selain itu, hal terpenting selama praktikum adalah kebutuhan
untuk konsentrasi dan fokus dalam pengerjaannya. Mengapa
demikian? Jika satu langkah dari setiap proses penghitungan



saja salah, maka hal ini akan berdampak pada hasil akhir
alokasi kursi yang salah juga. Hal ini sudah terbukti di kelas-
kelas sebelumnya, meski mahasiswa/i sudah mengetahui
rumus dan tahapannya, tetapi tetap saja dijumpai kesalahan
pada tugas mereka baik dalam menghitung atau menentukan
kursi. Karenanya, sikap kehati-hatian sangat diperlukan.

Adapun sumber bacaan yang digunakan dalam pembuatan
modul ini adalah berbagai macam sumber informasi maupun
pelatihan yang pernah diikuti oleh penulis, lalu disusun ulang
secara sistematis dan sederhana oleh penulis sendiri untuk
dapat digunakan terutama bagi mahasiswa yang mengambil
praktikum mata kuliah ini serta para pegiat dan aktivitis pemilu
(komisioner, pemantau pemilu, NGO, dan lain sebagainya).

Terima kasih kami ucapkan kepada Program Studi Ilmu
Pemerintahan UMY yang telah menjadikan materi Tata Kelola
Pemilu beserta praktikumnya sebagai salah satu mata kuliah
yang wajib diambil oleh mahasiswa. Semoga modul praktikum
ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai panduan untuk
menghitung hasil pemilu, terutama pemilu Indonesia. Selamat
praktikum!

Yogyakarta, 19 Juni 2019
Ridho Al-Hamdi
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BAB 1
PENDAHULUAN






TIGA METODE SEMBILAN FORMULA

Pemilu adalah salah satu konsekuensi dari negara yang
menganut sistem demokrasi dengan berbagai variannya.
Dengan adanya pemilu, diharapkan sistem keterwakilan rakyat
di lembaga legislatif dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan
yang menyejahterakan rakyatnya. Karena itu, dalam setiap
pemilu, hasil suara dari pemilih harus dikonversi menjadi kursi
di parlemen (DPR/DPRD/DPD jika di Indonesia). Metode
konversi ini digunakan untuk mendistribusikan suara hanya
dalam satu sistem yaitu sistem proporsional, baik proporsional
daftar (List Proportional Representation/List PR) atau Single
Transferable Vote (STV). Selain dalam sistem proporsional,
metode ini juga digunakan dalam sistem campuran (mixed), se-
perti sistem MMP (Mixed Member Proportional System) maupun
sistem pararel (Parallel System). Namun, khusus pada sistem
campuran, metode ini hanya digunakan untuk menghitung
kursi pada sistem proporsionalnya. Sebagai contoh di Jerman,
yang menerapkan MMP (FPTP & List PR), metode alokasi hanya
digunakan untuk menghitung kursi yang dibagi lewat sistem
proporsional, sedangkan sistem First Past The Post (FPTP)-nya
tetap menggunakan logika penghitungan sistem mayoritas/
pluralitas.

Metode penghitungan dalam sistem ini dapat terbagi ke
dalam tiga metode, yaitu Metode Divisor, Metode Kuota dan
Metode Lain-lain. Masing-masing metode memiliki variannya
sendiri-sendiri dengan rumus/formula penghitungan yang
juga berbeda juga satu sama lain.



METODE DIVISOR

Metode Divisor atau disebut juga dengan Metode Highest
Average (rata-rata tertinggi), adalah sebuah cara mengonversi
suara menjadi kursi dimana satu kursi dialokasikan di sebuah
Daerah Pemilihan (Dapil, District Magnitude) tertentu melalui
serangkaian penghitungan berdasarkan perolehan suara
tertinggi. Metode ini tidak mengenal Bilangan Pembagi Pemilih
(BPP) maupun sisa suara sebagaimana yang digunakan dalam
Metode Kuota, sebab suara langsung diranking dan dibagi. Ada
empat jenis formula yang digunakan dalam Metode Divisior.
Keempat formula itu adalah sebagai berikut:

1. Formula D’'Hondt. Metode D’'Hondt merupakan metode
yang merujuk nama pakar matematika asal Belgia, Victor
D’Hondt.Padananmetodeiniditemukandi Amerika,dengan
nama Metode Jefferson, yang merujuk nama negarawan
Amerika Serikat, Thomas Jefferson. Metode D’Hondt juga
ekuivalen dengan Metode Bader-Ofer. Menurut para pakar,
formula ini cenderung menguntungkan partai-partai besar
dan proporsionalitasnya dinilai lebih rendah dibanding
Metode Divisor lain seperti Sainte Lague.

2. Formula Sainte Lague. Formula Sainte Lague merujuk
nama pakar matematika asal Perancis, Andre Sainte Lague.
Formula ini hampir serupa dengan D’Hondt, tetapi meng-
gunakan angka berbeda dalam melakukan pembagian.
Formula ini dinilai lebih menguntungkan partai-partai
menengah. Meskipun hasil akhir terkadang sama dengan
Formula D’Hondt, tetapi harga kursi menjadi lebih
rendah dibanding Formula D’Hondt. Jika penghitungan
ini diterapkan di Dapil lain, hasilnya bisa jadi berubah di-
banding penghitungan menggunakan Formula D’Hondt.
Bahkan, dalam sejumlah kasus dan pengalaman di berbagai




negara, hasil akhir Formula Sainte-Lague lebih mirip dengan
Formula Hare Quota (Metode Kuota) yang menguntungkan
partai-partai kecil. Formula Sainte Lague ini mempunyai
padanan lain dalam hasil akhir yang identik kendati cara
penghitungannya berbeda, yaitu Formula Webster, yang
diambil dari nama penemunya, Daniel Webster, seorang
senator AS, serta Formula Schepers yang diambil dari nama
penemunya, Hans Schepers. Dalam kenyataannya, Formula
Sainte Lague ini terbagi menjadi dua: Formula Sainte Lague
Murni (Pure Sainte Lague Formula) dan Formula Sainte Lague
Modifikasi (Modified Sainte Lague Formula).

3. Formula Danish. Dinamakan Danish Method, karena for-
mula ini hanya digunakan di Denmark, negara di kawasan
Skandinavia, Eropa bagian utara. Meskipun menggunakan
formula berbeda, dalam beberapa kasus (seperti yang terjadi
dalam modul ini), hasil penghitungan kursi dan wasted vote
sama antara Formula Danish dan Formula Sainte Lague
(Murni).

METODE KUOTA

Metode Kuota juga disebut dengan Metode Largest Re-
minder (sisa suara terbanyak). Metode ini menghendaki ada-
nya penetapan kuota atau disebut juga Bilangan Pembagi
Pemilih (BPP) jika di Indonesia untuk membagi suara dengan
jumlah kursi, yang dilanjutkan dengan penghitungan sisa
suara terbesar. Padanan metode ini adalah Metode Hamilton di
Amerika Serikat, yang merujuk nama penemunya pada 1792,
Alexander Hamilton. Metode ini pernah digunakan dalam pe-
milihan anggota kongres Amerika Serikat pada Abad ke-19 serta
pemilu di Rusia, Ukraina, Namibia dan Hongkong. Penentuan
kuota dalam metode ini antara lain dilakukan dengan Formula
Hare Quota, Formula Droop Quota, dan Formula Imperiali



Quota.

1.

Formula Hare Quota. Formula ini ditemukan oleh Thomas
Hare, ilmuwan politik dan anggota Partai Konservatif di
Inggris, yang merupakan pendukung penerapan sistem
proporsional varian Single Transferable Vote (STV). Formula
ini banyak digunakan di negara-negara yang menerapkan
sistem proporsional daftar (List PR).

Formula Droop Quota. Formula Droop Quota ini dirancang
sebagai pengganti Hare Quota. Saat ini, formula ini masih
banyak diadopsi di negara-negara yang menerapkan sistem
STV seperti Irlandia, Maltadan Australia. Formula ini di-
temukan pada tahun 1868 oleh seorang pengacara dan
matematikawan Inggris bernama Henry Richmond Droop.
Formula Imperiali Quota. Formula ini lahir dari seorang
politisi asal Belgia, Pierre Guillaume Imperiali. Formula
ini pernah digunakan di negara-negara yang menerapkan
sistem STV dan List PR seperti Ekuador dan Itali (1946-
1993).

METODE LAIN-LAIN

Selain dua metode yang telah dijelaskan sebelumnya, ada

pula metode ketiga yang biasa dikategorikan sebagai metode
lain-lain di luar dua mainstream utama, Metode Divisor dan
Metode Kuota. Metode ini juga digunakan di beberapa negara.

1.

Formula Hagenbach-Bischoff. Formula ini merupakan
varian dari Formula Droop Quota yang menggunakan
Droop Quota untuk penghitungan tahap awal, dan meng-
gunakan D’"Hondt untuk pendistribusian sisa kursi kepada
partai, dimulai dari sisa suara terbanyak.

Formula Hare-Niemeyer. Formula perhitungan ini diambil
dari nama pakar matematika asal Jerman, Horst Friedrich
Niemeyer, yang merupakan penciptanya. Seperti halnya




metode Largest Remainder, beberapa pihak beranggapan,
bahwa formula ini paling proporsional dibanding D’'Hondt
maupun Sainte Lague.



TUJUAN DAN TARGET PRAKTIKUM

Adapun tujuan dari pembelajaran praktikum Mata Kuliah

Tata Kelola Pemilu adalah mahasiswa/i memiliki kompetensi
teoritik dan teknis dalam mengalokasikan suara menjadi kursi
di parlemen dengan menggunakan berbagai metode dan for-
mula yang berbeda-beda. Selain itu, mahasiswa diharapkan
mengetahui metode yang telah digunakan di pemilu-pemilu
Indonesia serta memberikan kontribusi terhadap metode yang
tepat untuk pemilu Indonesia ke depan.

1.

Setidaknya ada enam target yang akan dicapai setelah
Mahasiswa/imengikuti praktikum mata kuliah ini. Keenam
target tersebut adalah:

Mahasiswa/i memiliki kesadaran bahwa proses penga-
wasan dan pengawalan pemilu tidak hanya sampai pada
tahap pencoblosan (TPS) saja, tetapi juga sampai pada
alokasi suara menjadi kursi.

Mahasiswa/i mengetahui tentang berbagai macam metode
dalam mengalokasikan suara hasil pemilu menjadi kursi di
parlemen (DPR/DPRD).

Mahasiswa/i mengenal para matematikawan yang mem-
berikan kontribusi metode dalam penghitungan kursi
pemilu.

Mahasiswa/i mengetahui formula/rumus dari masing-
masing metode serta mampu melakukan praktik pengguna-
an rumus-rumus tersebut untuk menghitung kursi di setiap
Dapil di Indonesia baik untuk DPR di tingkat nasional mau-
pun DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.



6. Mahasiswa/i mengetahui tentang adanya jumlah suara
yang tidak terpakai/terbuang (wasted vote) di tiap Dapil
serta prosentase proporsionalitas antara jumlah suara partai
dan jumlah kursi partai di parlemen.

7. Mendorong mahasiswa/i ke depannya untuk berani
berkompetisi dan maju menjadi pengawal demokrasi baik
mencalonkan diri menjadi anggota KPU/KPUD, Bawaslu/
Panwaslu, pemantau pemilu, saksi dan posisi lainnya
sehingga memberi kontribusi terhadap perkembangan
pemilu di Indonesia.



